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BUPATI CIAMIS  

 
Menimbang  : a. bahwa dalam rangka mendasari arah dan kebijakan pembangunan 

sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Ciamis Nomor 13 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019 
s.d 2024; 

b. bahwa berdasarkan pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja 

Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja 
Perangkat Daerah; 

c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan 
b, perlu menetapkan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, 

Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis; 
 

Mengingat   : 1.  Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat; 
2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil 

Negara; 
3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 

4 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara ; 
5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan ; 
6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ; 
7 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang  Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional; 

8 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Pemerintahan 
Daerah; 

9 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ; 



10 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang  Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 s.d 2025; 
11 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 s.d 2025 ; 
12 Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000, tentang Pengelolaan 

dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ; 

13 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 
14 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah 
; 

15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016, 
tentang Perangkat Daerah ; 

16 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata 

Cara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah ; 

17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

19 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010  tentang Pedoman 

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah; 

20 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008, tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan daerah ; 

21 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008, tentang 

Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan 
Kabupaten Ciamis; 

22 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;   

23 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009, tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten 
Ciamis Tahun 2005 s.d 2025 ; 

24 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD)  

25 Peraturan Bupati Ciamis Nomor 43 Tahun 2012 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 
2012; 

26 Peraturan Bupati Ciamis Nomor 43 Tahun 2016 tentang Tugas, 
Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, 

Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup; 
 

 



MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : 

PERTAMA  : Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan 
Lingkungan Hidup Tahun 2022 sebagaimana terlampir.  

KEDUA : Lampiran Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. 

KETIGA :  Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini 

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2022. 

KEEMPAT : Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala 

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 
Kabupaten Ciamis. 

KELIMA  : Keputusan ini mulai berlaku sejak Januari 2022 dengan ketentuan akan 

ditinjau kembali apabila diperlukan. 
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Pada tanggal  :  
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat hidayah-

Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 pada 

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten 

Ciamis. 

Rencana Kerja (Renja) ini merupakan suatu acuan untuk pelaksanaan 

kegiatan  dan untuk mewujudkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Ciamis 2019–2024 

pada Tahun Anggaran 2022. Mudah-mudahan dengan adanya rencana kerja ini, 

program kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan lancar. 

Akhirnya, semoga  Rencana Kerja yang kami susun ini dapat bermanfaat 

dan dapat dijadikan acuan bagi pihak-pihak yang memerlukannya. 

 

CIAMIS,     AGUSTUS 2021 

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN 

LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CIAMIS 
 
 

 
 

Drs. H. TAUFIK GUMELAR, ST. MM. 
Pembina Tk.I IV/b 

NIP. 19780408 200212 1 006 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Dalam upaya mewujudkan cita – cita masyarakat Kabupaten Ciamis 

sebagaimana tercantum didalam visi Kabupaten Ciamis sebagai gambaran 

bersama tentang rentang waktu ke depan, Komitmen murni tanpa paksaan, 

milik bersama, sesuai dengan aspirasi masyarakat visi Kabupaten Ciamis yaitu :  

“MANTAPNYA KEMANDIRIAN EKONOMI, SEJAHTERA UNTUK 

SEMUA” 
 Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, Dinas Perumahan Rakyat, 

Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis memiliki peran 

sangat penting terutama sebagai penopang pembangunan dalam Urusan 

Perumahan dan Lingkungan Hidup.  

 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2022, merupakan bentuk 

pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi 

mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan 

Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya 

pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan 

dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2022. 

 Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD 

untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan 

pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah 

maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.Penyusunan 

rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan 

dalam rancangan awal RKPD. 
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 Untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Ciamis yang telah ditetapkan 

maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Ciamis mendukung terhadap Misi 2 yaitu Meningkatkan 

Ketersediaan Infrastruktur yang mendukung Pengembangan Wilayah dan Misi 

4 yaitu Meningkatkan Kualitas dan daya Dukung Lingkungan untuk Mendukung 

Pembangunan yang Berkelanjutan. 

 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan 

Hidup pembentukannya berdasarkan kepada Peraturan Daerah Kabupaten 

Ciamis Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah. Selanjutnya untuk tugas, fungsi dan tata kerja organisasi diatur oleh 

Peraturan Bupati Ciamis Nomor : 43 Tahun 2016 tanggal 31 Oktober 2016. 

 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan 

Hidup diharapkan dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah khususnya 

dalam pembangunan dibidang perumahan dan permukiman dapat meningkat 

kualitasnya, pelayanan kebersihan dan keindahan lingkungandapat meningkat 

secara kualitas maupun kuantitasnya, dan pengelolaan lingkungan hidup 

terwujud serta terkendali dengan baik.  

 Peningkatan kinerja Pemerintah Daerah khususnya dalam Urusan 

Perumahan dan Lingkungan Hidup akan terwujud secara optimal apabila 

dimulai dengan penyusunan perencanaan yang baik dan berkesinambungan 

mulai dari perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan 

perencanaan jangka pendek. 

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perumahan 

Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, maka disusunlah Renja 

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup tahun 

2022 sebagai dokumen perencanaan pembangunan SKPD tahunan sebagai 

penjabaran dari Renstra SKPD yang telah ditetapkan.   
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1.2 Landasan Hukum 

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Tahun 2022 Dinas 

Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 

Daerahsebagai berikut : 

1. Landasan Idiil    : Pancasila 

2. Landasan Konstitusional  : Undang-undang Dasar 1945 

3. Landasan Operasional  : 

 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara RI Nomor 4286); 

 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4389); 

 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan   

Pembangunan  Nasional (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun 

2004  Nomor  104,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah; 

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
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(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara RI Nomor 4438); 

 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700); 

 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4503); 

 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578); 

 Peraturan Pemerintah Nomor  Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan minimal; 

 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang 

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 

 Peraturan Pemerintah  No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 
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 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4815); 

 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4817); 

 Instruksi Presiden Nomor  7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4725); 

 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor  5 Tahun 2010 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-

2014; 

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk 

Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah; 
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 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah; 

 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 

(Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran 

Daerah Nomor 86); 

 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008, tentang 

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat  Nomor 9  Tahun 

2008 tentang Rencana Pembangunan  Jangka Panjang (RPJP) Daerah 

Provinsi Jawa Barat  Tahun 2005-2025; 

 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008, tentang 

Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten 

Ciamis; 

 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;  

 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009, tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten 

Ciamis Tahun 2005 – 2025; 

 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031 

(Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012 Nomor 15); 

 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019, tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 – 2024; 

 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2014, tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; 
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 Peraturan Bupati Ciamis Nomor 43 Tahun 2016, tentang Tugas, Fungsi 

dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan 

Permukiman, dan Lingkungan Hidup. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan  

 Maksud 

Penyusunan Renja ini merupakan penjabaran dari isi dokumen 

Renstra DinasPerumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan 

Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 yang merupakan dokumen resmi 

perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun yang 

menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan 

program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan 

pembangunan daerah Kabupaten Ciamis di Bidang Perumahan Rakyat, 

Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. Dokumen Renja Dinas 

Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten 

Ciamis Tahun 2022 ditetapkan dengan maksud : 

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam 

melaksanakan tugasnya di bidang Perumahan rakyat, kawasan 

permukiman dan lingkungan hidup dalam kurun waktu satu tahun 

(Tahun 2022); 

2. Memberikan pelayanan fasilitasi di Bidang Perumahan Permukiman, 

kebersihan lingkungan, persampahan, pemeliharaan taman, 

pemakaman, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, 

perlindungan sumber daya alam, dan akses informasi sumber daya 

alam lingkungan hidup ; 

3. Memberikan kerangka dasar bagi Dinas Perumahan Rakyat, 

Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam upaya 

memberikan pelayanan terhadap masyarakat. 

 Tujuan 

Adapun Tujuan dari penyusunan Renja 2022, yaitu: 
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1. Terciptanya suasana kerja yang harmonis, kondusif, aman dan 

nyaman serta mampu memberikan pelayanan administrative dengan 

tugas secara optimal; 

2. Mewujudkan kota yang tertib, indah, bersih, sehat, aman dan 

nyaman merupakan kunci utama dalam menciptakan masyarakat 

yang sejahtera; 

3. Terciptanya wilayah di Kabupaten Ciamis yang telah direncanakan 

dengan benar dan dimanfaatkan dengan tepat dengan pengendalian 

ruang sebagai pengontrolnya; 

4. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam 

turut serta berperan mengisi pembangunan guna menghadapi masa 

depan; 

5. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan 

(stakeholders). 

6. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.  

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan 

Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis Tahun 2022 secara garis besar disusun 

dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum 

penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika 

penulisan dokumen Renja. 

BAB  II  EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 

Memuat pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra 

SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas 

dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan 

usulan program dan kegiatan masyarakat. 
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BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran 

Renja SKPD, serta program dan kegiatan. 

BAB IV PENUTUP 

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu 

mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya 

ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah 

pelaksanaan serta rencana tindak lanjut. 
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BAB II 

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD 

 TAHUN LALU 

 

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu ditujukan 

untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan 

program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja 

program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan permasalahan yang 

dihadapi. 

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja SKPD 

terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara 

pemerintah dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota, yang meliputi 31 urusan pemerintahan, yang terdiri dari 5 

urusan pemerintahan yang absolute menjadi kewenangan pemerintah yang 

tidak diserahkan kepada pemerintah daerah dan  26 urusan pemerintahan  

yang bersifat wajib dilaksanakan oleh setiap pemerintah daerah. Diluar 31 

urusan sebagaimana tersebut diatas, masih ada lagi  8 (delapan) urusan pilihan 

yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan penggalian 

potensi sumber daya daerah. Review tersebut didasarkan atas laporan hasil 

evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. 

 

2.1.  Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian 

Renstra SKPD 

2.1.1 Evaluasi Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas 

Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan 

Lingkungan Hidup Kab. Ciamis 

Secara keseluruhan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan 

Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis sedang 



 

 

 

 

 RENCANA KERJA TAHUN 2022  11 

 

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CIAMIS 

melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan-kegiatan, baik kegiatan yang 

bersumber dari APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten. 

Capaian realisasi program kegiatan dan jumlah anggaran pada 

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Ciamis pada Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp. 

14.121.307.974,-. Sedangkan program kegiatan dan jumlah anggaran 

untuk Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp. 63.754.281.850,- 

Secara garis besar kegiatan di Dinas Perumahan Rakyat, 

Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2021 terbagi 

menjadi dua bagian, yaitu kegiatan rutin dan kegiatan teknis. Kegiatan 

teknis merupakan kegiatan prioritas yang berasal dari usulan langsung 

masyarakat dan SOPD melalui proses Musrenbang. 

Jumlah anggaran pada Tahun Anggaran 2021 pada Dinas 

Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. 

Ciamis yang berjumlah Rp. 63.754.281.850,- digunakan atau 

direalisasikan untuk 14 (empat belas) program kegiatan di 5 (lima) 

bidang di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan 

Lingkungan Hidup yaitu Bidang Perumahan Kawasan Pemukiman, 

Bidang Kebersihan dan Pertamanan, Bidang Pencemaran dan Kerusakan 

Lingkungan, Bidang Tata Lingkungan dan Bidang Penaatan dan 

Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Serta 1 (satu) Bidang 

Kesekretariatan. 

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota dengan capaian sebesar 47,78%. 

Urusan Perumahan melalui Program Pengembangan Perumahan 

dengan capaian sebesar 2%, Program Kawasan Permukiman dengan 

capaian sebesar 10,15%, Program Perumahan Dan Kawasan Pemukiman 

Kumuh dengan capaian sebesar 51,39%, Program Peningkatan 

Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) dengan capaian sebesar 

2,48%. 
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Urusan Lingkungan Hidup melalui Program Perencanaan 

Lingkungan Hidup dengan capaian sebesar 27,46%, Program 

Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 

dengan capaian sebesar 22,72%, Program Pembinaan Dan Pengawasan 

Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup(Pplh) dengan capaian sebesar 22,45%, Program 

Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal 

Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh dengan capaian sebesar 

19,24%, Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan 

Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan capaian sebesar 0%. 

Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan 

capaian sebesar 33,93%. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan 

Hidup dengan capaian sebesar 38,17%. Program Pengelolaan 

Persampahan dengan capaian sebesar 48,73%. Program Pengelolaan 

Keanekaragaman Hayati (Kehati) dengan capaian sebesar 1,92%. 

Sedangkan untuk Pendapatan Asli Daerah pada Dinas 

Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup tahun 

2021, yang ditargetkan sebesar Rp. 1.432.868.000,- dapat terealisasi 

sebesar Rp. 853.693.500,- atau 59,57%. Dengan tercapainya kegiatan 

yang sesuai target yang telah ditetapkan maka aparatur Dinas 

Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Ciamis berperan dan mendukung keberhasilan pembangunan 

di  Kabupaten Ciamis. 

Sumber dana untuk program - program kegiatan pada Tahun 

Anggaran 2021 tersebut bersumber dari :  

DAK      : Rp.   1.242.572.000,- 

APBD Provinsi Jawa Barat  : Rp.  17.000.000.000,- 

APBD Kabupaten Ciamis    : Rp.  45.511.709.850,- 
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Sedangkan untuk kegiatan Rencana Kerja pada Tahun Anggaran 

2022 di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan 

Lingkungan Hidup tetap terbagi menjadi dua bagian, yaitu kegiatan rutin 

dan kegiatan teknis. Kegiatan teknis merupakan kegiatan prioritas yang 

berasal dari usulan langsung masyarakat dan SOPD melalui proses 

Musrenbang. Sumber kegiatan berasal dari APBN, APBD Propinsi dan 

APBD Kabupaten. 

Jumlah anggaran pada Tahun Anggaran 2022 pada Dinas 

Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 

berjumlah Rp. 56.933.030.000,- 

Yang digunakan untuk 12 (dua belas) program kegiatan di 5 

(lima) bidang di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan 

Lingkungan Hidup yaitu Bidang Perumahan Kawasan Pemukiman, 

Bidang Kebersihan dan Pertamanan, Bidang Pencemaran dan Kerusakan 

Lingkungan, Bidang Tata Lingkungan dan Bidang Penaatan dan 

Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Serta 1 (satu) Bidang 

Kesekretariatan. 

Ke 12 (dua belas) Program Kegiatan yang akan dilaksanakan 

pada Tahun Anggaran 2022 tersebut adalah : 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota Rp. 15.398.128.100,- 

2. Program Pengembangan Perumahan Rp. 685.110.000,- 

3. Program Kawasan Permukiman Rp. 4.050.000.000,- 

4. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Rp. 

4.941.048.000,- 

5. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum 

(PSU) Rp. 3.764.461.000,- 

6. Program Perencanaan Lingkungan Hidup Rp. 753.859.900,- 

7. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan 

Lingkungan Hidup Rp. 1.657.200.500,- 



 

 

 

 

 RENCANA KERJA TAHUN 2022  14 

 

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CIAMIS 

8. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Rp. 

2.409.258.500,- 

9. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin 

Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (PPLH) Rp. 50.000.000,- 

10. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 

Rp. 649.440.100,- 

11. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Rp. 

450.000.000,- 

12. Program Pengelolaan Persampahan Rp. 22.142.523.900,- 

Sedangkan untuk target Pendapan Asli Daerah (PAD) pada Dinas 

Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Ciamis di Tahun 2022 ini ditargetkan sebesar Rp. 

1.458.068.000,-.  

Sumber dana untuk program - program kegiatan pada Tahun 

Anggaran 2022 tersebut bersumber dari : 

DAK      : Rp    2.091.958.000,- 

APBD Provinsi Jawa Barat  : Rp.    - 

APBD Kabupaten Ciamis    : Rp.    54.841.072.000,- 

 

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan 

Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis dalam pelaksanaan program 

kegiatan tahunannya mengacu pada kajian terhadap capaian kinerja 

pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam 

SPM maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

6 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, dan 

Permendagri Nomor 86 Tahun  2017. 

Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi 

dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan 
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Hidup. Tolak ukur dan indikator kinerja pelayanan tersebut merupakan 

program kegiatan yang ada di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan 

Permukiman dan Lingkungan Hidup yang terdiri dari urusan wajib dan 

non urusan. Indikator Kinerja tersebut antara lain : 

 

Tabel 1.1 PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA 

No. PROGRAM INDIKATOR KINERJA  

1. 

 

Program Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota 

 

 

 

- Persentase kelengkapan 

pelaporan keuangan 

- Persentase cakupan pelayanan 

administrasi perkantoran dan 

pelayanan publik 

- Persentase cakupan pelayanan 

sarana dan prasarana aparatur 

2. Program Pengembangan Perumahan - Persentase Rumah Layak Huni 

bagi Korban Bencana/relokasi 

program Kabupaten/Kota yang 

Ditangani (SPM) 

3. Program Kawasan Permukiman 

 

- Persentase penurunan luasan 

kawasan kumuh 

4. Program Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Kumuh  

- Persentase masyarakat yang 

mendapatkan rumah layak huni 

yang tepat sasaran 

5. Program Peningkatan Prasarana, Sarana 

dan Utilitas Umum (PSU) 

- Persentase peningkatan PSU 

yang ditingkatkan 

6. Program Perencanaan Lingkungan Hidup  - Persentase dokumen mengenai 

lingkungan hidup yang tersusun 

7. Program Pengendalian Pencemaran 

dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup  

- Cakupan perlindungan kualitas 

lingkungan 
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8. Program Pengelolaan Keanekaragaman 

Hayati (Kehati) 

- Persentase RTH/RTP yang 

Dibangun  

9. Program Pembinaan dan Pengawasan 

Terhadap Izin Lingkungan dan Izin 

Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (PPLH) 

- Persentase dokumen 

rekomendasi lingkungan yang 

diterbitkan 

10. Program Pengakuan Keberadaan 

Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan 

Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan 

PPLH 

- Persentase kelompok masyarakat 

hukum adat (pelestari lingkungan 

hidup) yang berprestasi 

11. Program Peningkatan Pendidikan, 

Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan 

Hidup Untuk Masyarakat 

- Persentase masyarakat/kelompok 

peduli lingkungan 

12. Program Penghargaan Lingkungan Hidup 

Untuk Masyarakat  

- Persentase Sekolah yang 

meningkat statusnya menjadi 

sekolah Adiwiyata 

13. Program Penanganan Pengaduan 

Lingkungan Hidup 

- Persentase pengaduan 

masyarakat yang terselesaikan 

14. Program Pengelolaan Persampahan - Persentase Jumlah Sampah yang 

Tertangani (penanganan 

sampah) 

 

Dengan mengetahui indikator kinerja yang merupakan outcome 

dari program, maka dapat diambil suatu kajian analisis tentang 

pelayanan SKPD berdasarkan poin-poin indikator kinerja diatas, yaitu : 

- Tata kelola pemerintahan yang efektif dan efesien dalam 

memberikan pelayanan publik yang berkualitas Meningkatnya 

ketersediaan rumah layak huni; 
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- Meningkatnya Kualitas  Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Secara Merata; 

- Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup. 

Berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode 

sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan 

struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan SKPD Dinas 

Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. 

 

2.3. Isu-isu Penting / Program Strategis Penyelenggaraan Tugas dan 

Fungsi SKPD 

 Adapun dalam pelaksanaan rencana kerja pada Tahun 2022 harus 

memperhatikan berbagai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan 

fungsi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan 

Hidup.  

Karena dalam pelaksanaan program/kegiatan yang merupakan Tugas 

dan Fungsi SKPD, akan terdapat suatu permasalahan dan hambatan-hambatan 

yang dihadapi yang berupa hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD yaitu 

koordinasi dan sinergi program antara SKPD tingkat provinsi dengan SKPD 

kabupaten serta dengan kementrian dan lembaga di tingkat pusat dalam 

rangka pencapaian kinerja pembangunan. 

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen 

perencanaan lainnya, maka Program strategis yang ada di bidang perumahan, 

kebersihan dan lingkungan hidup sebagai berikut : 

1. Perbaikan kualitas lingkungan kawasan permukiman; 

2. Pengembangan ruang publik yang mendukung kegiatan sosial 

ekonomi masyarakat; 

3. Pelestarian sumber daya alam dalam rangka optimalisasi daya 

dukung dan daya tampung lingkungan; 

4. Pengelolaan sampah yang menghasilkan nilai tambah bagi 

masyarakat; 
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5. Pengembangan Ciamis Kabupaten Hijau; 

6. Penguatan pengelolaan sumber daya hutan dan air yang 

terintegrasi; 

7. Penguatan rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan 

lingkungan. 

Isu-isu penting Program strategis dalam penyelenggaraan tugas dan 

fungsi SKPD tersebut merupakan tantangan dan peluang dalam peningkatan 

pelayanan SKPD.  

Yang kesemuanya akan berdampak terhadap pencapaian visi dan misi daerah 

terhadap capaian program nasional dan pada akhirnya pembangunan 

terlaksana dengan baik. 

Sedangkan Tugas dan Fungsi dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan 

Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis, sesuai dengan 

peraturan Bupati Ciamis No. 43 Tahun 2016 tentang tugas, fungsi  dan tata 

kerja unsur organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan 

Lingkungan Hidup kabupaten Ciamis. 

 Rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan 

Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis, sesuai dengan 

peraturan Bupati dimaksud adalah sebagai berikut : 

 

1. Kepala Dinas 

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan 

Hidup dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi: 

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan perumahan rakyat, 

kawasan permukiman, dan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup 

tugasnya; 

2. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan perumahan rakyat, 

kawasan permukiman, dan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup 

tugasnya; 

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; 
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4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan 

fungsinya. 

 

2. Sekretariat  

1. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Dinas; 

2. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas 

menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program Dinas, 

pengkajian perencanaan dan program, serta pengelolaan keuangan, 

kepegawaian dan umum. 

3. Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi perencanaan, program 

kerja Dinas; 

b. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program 

kesekretariatan; 

c. Penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi pengelolaan data dan 

informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas; 

d. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan; 

e. Penyelenggaraan pengkajian anggaran belanja; 

f. Penyelenggaraan pengendalian administrasi belanja; 

g. Penyelenggaraan pengelolaan aset/barang milik daerah; 

h. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian; 

i. Penyelenggaraan penatausahaan, kelembagaan dan 

ketatalaksanaan; 

j. Penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan 

perlengkapan; 
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k. Penyelenggaraan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian 

perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan 

hubungan masyarakat; 

l. Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan; 

m. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait; 

n. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan 

o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

2.1. Sub Bagian Perencanaan 

a. Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

b. Sub bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) 

mempunyai tugas penyiapan dan koordinasi penyusunan 

perencanaan, program dan informasi serta penatalaksanaan 

hubungan masyarakat di Lingkungan Dinas; 

c. Sub Bagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (b) menyelenggarakan fungsi 

: 

1. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan perencanaan dan 

program kerja Dinas; 

2. Penyiapan, penyusunan, dan analisis bahan rencana 

perumusan kebijakan, program, dan kegiatan; 

3. Penyiapan, pengumpulan, penyusunan, dan analisis bahan 

rencana anggaran; 

4. Pengumpulan, pengolahan, analisis data hasil pemantauan 

pelaksanaan program, kegiatan, dana anggaran; 

5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja, program, 

kegiatan, dan anggaran; 
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6. Pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi 

pelaksanaan publikasi, dokumentasi, urusan pemberitaan, 

hubngan media, dam hubungan antar lembaga; 

7. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; 

8. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan 

9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

2.2 Sub Bagian Keuangan 

a. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

b. Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) 

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan korrdinasi 

penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan aset/barang 

milik daerah di lingkungan Dinas. 

c. Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (b) menyelenggarakan fungsi : 

1. Pelaksanaan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran 

Dinas; 

2. Pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan 

Dinas; 

3. Pelaksanaan perbendaharaan keuangan; 

4. Pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan administrasi 

keuangan; 

5. Pelaksanaan penatausahaan belanja langsung dan belanja 

tidak langsung Dinas dan UPT; 

6. Pelaksanaan verifikasi keuangan; 

7. Pelaksanaan akuntansi dan penyiapan bahan 

pertanggungjawaban keuangan; 

8. Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan 

pelaporan administrasi keuangan; 
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9. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan 

keuangan; 

10. Pengelolaan aset/barang milik daerah di lingkungan Dinas; 

11. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; 

12. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan 

13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

2.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala 

Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Sekretaris. 

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan dan koordinasi tatalaksana, 

kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang 

menjadi  tanggung jawab Dinas. 

(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksananakan 

tugas menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, 

pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin 

pegawai, dan pengelolaan administrasi kepegawaian 

lainnya; 

b. Penyusunan bahan penyelenggaraan  pembinaan 

kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga; 

c. Pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan 

perundang-undangan, kearsipan dan perpustakaan; 

d. Pengelolaan perlengkapan Dinas; 

e. Pelaksanaan pengelolaan rumah tangga, ketertiban, 

keindahan sertakeamanan kantor; 

f. Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan 

prasarana, pengurusan rumah tangga, 
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pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan 

dan asset lainnya serta ketertiban, keindahan dan 

keamanan kantor; 

g. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; 

h. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan 

i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh  pimpinan 

terkait dengan tugasdan fungsinya 

 

3. Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman : 

a. Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dipimpin oleh Kepala 

Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; 

b. Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebagaimana dimaksud 

pada ayat (a) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan 

perumusan program, evaluasi serta pelaporan bidang perumahan dan 

permukiman; 

c. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (b) menyelenggarakan fungsi : 

1. Pengumpulan dan pengolahan data pengembagan perumahan dan 

kawasan perdesaan dan perkotaan; 

2. Perencanaan pembangunan, pelaksanaan fasilitasi pembangunan, 

rehabilitasi, pengembangan perumahan pemeliharaan prasarana 

kawasan perdesaan dan perkotaan; 

3. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dan strategi operasional 

serta NSPK (Norma Standar, Prosedur dan Kriteria) perumahan 

perkotaan dan perdesaan serta pengembangan kawasan 

permukiman; 

4. Pelaksanaan pemberian bantuan teknis perencanaan dan fasilitasi 

pengembangan perumahan perkotaan dan perdesaan serta 

bantuan fisik pembangunan perumahan sebagai stimulan; 
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5. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah dalam rangka fasilitasi 

pengembangan kawasan pada desa/kelurahan serta masyarakat 

pengembang; 

6. Penataan lingkungan permukiman perumahan perkotaan, 

perdesaan dan kawasan; 

7. Penanganan kawasan kumuh di perkotaan dan perdesaan, 

kawasan khusus dan perumahan susun; 

8. Pengumpulan dan pengolahan data penyehatan lingkungan 

permukiman pedesaan dan perkotaan; 

9. Perencanaan pembangunan, pelaksanaan fasilitasi pembangunan, 

rehabilitasi, pemeliharaan prasarana penyehatan lingkungan 

pemukiman pedesaan dan perkotaan; 

10. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dan strategi operasional 

serta NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) di bidang 

prasarana, sarana dan utilitas umum kawasan permukiman; 

11. Pelaksanaan pemberian bantuan teknis dan fasilitasi 

pengembangan prasarana, sarana dan utilitas umum kawasan 

permukiman; 

12. Penanganan peningkatan jalan lingkungan permukiman perdesaan 

dan perkotaan; 

13. Penanganan pembangunan sarana air bersih, air limbah serta 

drainase lingkungan permukiman perkotaan, perdesaan dan 

kawasan; 

14. Perencanaan dan pengelolaan penyehatan lingkungan permukiman 

perdesaan, perkotaan dan kawasan (sanitasi masyarakat); 

15. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; 

16. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan 

17. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 
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3.1 Seksi Pengelolaan Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman 

a. Seksi Pengelolaan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman;  

b. Seksi Pengelolaan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan petunjuk teknis perencanaan, fasilitasi 

dan pembangunan pengelolaan perumahan rakyat dan kawasan 

permukiman; 

c. Seksi Pengelolaan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  

menyelenggarakan fungsi: 

1. Pengumpulan dan pengolahan data pengembangan 

perumahan dan kawasan perdesaan dan perkotaan; 

2. Perencanaan pembangunan, pelaksanaan fasilitasi 

pembangunan, rehabilitasi, pengembangan perumahan 

pemeliharaan prasarana kawasan perdesaan dan perkotaan; 

3. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dan strategi 

operasional serta NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan 

Kriteria) perumahan perkotaan dan perdesaan serta 

pengembangan kawasan permukiman; 

4. Pelaksanaan pemberian bantuan teknis perencanaan dan 

fasilitasi pengembangan perumahan perkotaan dan 

perdesaan serta bantuan fisik pembangunan perumahan 

sebagai stimulan; 

5. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah dalam rangka 

fasilitasi pengembangan kawasan pada desa/kelurahan serta 

masyarakat pengembang; 
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6. Penataan lingkungan permukiman perumahan perkotaan, 

perdesaan dan kawasan; 

7. Penanganan kawasan kumuh di perkotaan dan perdesaan, 

kawasan khusus dan perumahan susun; 

8. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; 

9. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan 

10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

3.2 Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum 

a. Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dipimpin oleh Kepala 

Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 

b. Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan petunjuk teknis perencanaan, fasilitasi dan 

pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum; 

c. Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan 

fungsi: 

1. Pengumpulan dan pengolahan data penyehatan lingkungan 

permukiman perdesaan dan perkotaan; 

2. Perencanaan pembangunan, pelaksanaan fasilitasi 

pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan prasarana 

penyehatan lingkungan permukiman perdesaan dan 

perkotaan 

3. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dan strategi 

operasional serta NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan 

Kriteria) di Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum 

kawasan permukiman; 
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4. Pelaksanaan pemberian bantuan teknis dan fasilitasi 

pengembangan prasarana, sarana dan utilitas umum 

kawasan permukiman; 

5. Penanganan peningkatan jalan lingkungan permukiman 

perdesaan dan perkotaan; 

6. Penanganan pembangunan sarana air bersih, air limbah 

serta drainase lingkungan permukiman perkotaan, 

perdesaan dan kawasan; 

7. Perencanaan dan pengelolaan penyehatan lingkungan 

permukiman perdesaan, perkotaan dan kawasan (sanitasi 

masyarakat); 

8. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; 

9. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan 

10. Pelaksaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

4. Bidang Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan 

a. Bidang Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan dipimpin oleh 

Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Dinas. 

b. Bidang Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan 

perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan kebersihan, persampahan 

dan pertamanan; 

c. Bidang Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

menyelenggarakan fungsi : 

1. Perumusan kebijakan penanganan sampah Daerah; 

2. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan 

pemrosesan akhir sampah; 
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3. Penyediaan sarana dan prasarana sampah; 

4. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan persampahan; 

5. Penetapan lokasi TPS, TPST dan TPA sampah; 

6. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem 

pembuangan open dumping; 

7. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan 

sampah; 

8. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir 

sampah; 

9. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan 

dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan 

pengelolaan sampah; 

10. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah; 

11. Penyusunan kebijakan perizinan pengelolaan sampah, 

pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang 

diselenggarakan oleh swasta; 

12. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja 

pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan 

usaha); 

13. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan 

sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); 

14. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten; 

15. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah 

untuk setiap kurun waktu tertentu; 

16. Perumusan kebijakan pengurangan sampah; 

17. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada 

produsen/industri; 

18. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang 

mampu diurai oleh proses alam; 

19. Pembinaan pendaur ulang sampah; 
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20. Penyediaan fasilitas pendaur ulang sampah; 

21. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan 

kemasan produk; 

22. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; 

23. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan 

24. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

4.1 Seksi Penanganan Persampahan 

a. Seksi Penanganan Persampahan dipimpin oleh Kepala Seksi 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 

Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan. 

b. Seksi Penanganan Persampahan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana 

dan kegiatan pengelolaan kebersihan.  

c. Seksi Penanganan Persampahan dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi : 

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan penanganan sampah 

di Kabupaten; 

2. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pemilahan, 

pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah; 

3. Penyediaan sarana dan prasarana sampah; 

4. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah; 

5. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah; 

6. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan 

sistem pembuangan open dumping; 

7. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat 

pengelolaan sampah; 

8. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan 

akhir sampah; 
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9. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan 

kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam 

menyelenggarakan pengelolaan sampah; 

10. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah; 

11. Penyusunan kebijakan perizinan pengelolaan sampah, 

pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang 

dilaksanakan oleh swasta; 

12. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja 

pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain 

(badan usaha); 

13. Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja 

pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain 

(badan usaha); 

14. Pelaksaan koordinasi dengan unit kerja terkait; 

15. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan 

16. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

4.2 Seksi Pengembangan Persampahan 

a. Seksi Pengembangan Persampahan dipimpin oleh Kepala Seksi 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 

Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan. 

b. Seksi Pengembangan Persampahan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan 

pengelolaan pengembangan dan pertamanan. 

c. Seksi Pengembangan Persampahan dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi : 

1. Penyiapan bahan penyusunan informasi pengelolaan 

sampah tingkat kabupaten; 
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2. Penyiapan bahan mengenai penetapan target pengurangan 

sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun 

waktu tertentu; 

3. Perumusan kebijakan pengurangan sampah; 

4. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada 

produsen/industri; 

5. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan 

yang mampu diurai oleh proses alam; 

6. Pembinaan pendaur ulang sampah; 

7. Penyediaan fasilitas pendaur ulang sampah; 

8. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan 

kemasan produk; 

9. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; 

10. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan 

11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

4.3 Seksi Pertamanan dan Pemakaman 

a. Seksi Pertamanan dan Pemakaman dipimpin oleh Kepala Seksi 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 

Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan. 

b. Seksi Pertamanan dan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan 

pengelolaan pertamanan dan pemakaman. 

c. Seksi Pertamanan dan Pemakaman dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi : 

a. pengelolaan dan pemeliharaan taman; 

b. pengaturan dan penetapan bentuk taman; 

c. pendataan dan penyiapan lokasi taman; 

d. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan taman; 

e. pengelolaan pembangunan dan pemeliharaan taman; 
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f. perencanaan pembangunan dan pemeliharaan pemakaman; 

g. pelaksanaan pengadaaan bibit tanaman untuk taman dan 

penghijauan; 

h. pendistribusian bibit dan penanaman tanaman untuk 

keperluan taman dan penghijauan; 

i. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; 

j. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan 

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

5. Bidang Tata Lingkungan 

a. Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

b. Bidang Tata Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, 

pelaksanaan, pengelolaan dan penataan lingkungan hidup. 

c. Bidang Tata Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi : 

1. Penyusunan dokumen RPPLH; 

2. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB 

hijau mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup); 

3. Penyusunan status lingkungan hidup daerah; 

4. Penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup; 

5. Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis kabupaten; 

6. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan 

daya tampung lingkungan hidup; 

7. Koordinasi dan sinkronisasi pembuatan RPPLH dalam RPJPD dan 

RPJMD; 

8. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup; 
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9. Pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis; 

10. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH; 

11. Penentuan daya dukung dan daya tampung lignkungan hidup; 

12. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS; 

13. Sinkronisasi RPPLH nasional, pulau/kepulauan dan ekoregion; 

14. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati; 

15. Inventarisasi data dan informasi sumber daya alam; 

16. Penyusunan NSDA dan LH; 

17. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS; 

18. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam; 

19. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam; 

20. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam; 

21. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam; 

22. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; 

23. Pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca dan penyusunan profil 

emisi Gas Rumah Kaca; 

24. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi pemanfaatan 

berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman 

hayati; 

25. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi 

keanekaragaman hayati; 

26. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; 

27. Pengembangan sistem lingkungan informasi dan pengelolaan 

database keanekaragaman hayati; 

28. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL); 

29. Pelaksanaan verifikasi terhadap SPPL; 

30. Pelaksanaan proses izin lingkungan; 

31. Koordinasi proses izin lingkungan; 

32. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran 

dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL dan SPPL, 
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izin lingkungan, audit lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan 

hidup); 

33. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan 

(komisi penilai, tim pakar dan konsultasi); 

34. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; 

35. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan  

36. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

5.1 Seksi Penyelarasan Kebijakan Lingkungan Hidup 

a. Seksi Penyelarasan Kebijakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh 

Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Bidang Tata Lingkungan. 

b. Seksi Penyelarasan Kebijakan Lingkungan Hidup sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan 

penyelarasan kebijakan lingkungan hidup. 

c. Seksi Penyelarasan Kebijakan Lingkungan Hidup dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

menyelenggarakan fungsi: 

1. Penyiapan bahan penyusunan dokumen Rencana 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

2. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan 

PDRB hijau mekanisme insetif disinsetif, pendanaan 

lingkungan hidup); 

3. Penyusunan status lingkungan hidup daerah; 

4. Penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup; 

5. Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis kabupaten; 

6. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung 

dan daya tampung lingkungan hidup; 

7. Koordinasi dan sinkronisasi pembuatan Rencana Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam RPJPD dan RPJMD; 
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8. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH; 

9. Pemantauan dan evaluasi KLHS; 

10. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH; 

11. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan 

hidup; 

12. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;sinkronisasi 

RPPLH nasional, pulau/kepulauan dan ekoregion; 

13. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; 

14. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan 

15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

5.2 Seksi Pemeliharaan dan Konservasi Lingkungan Hidup 

a. Seksi Pemeliharaan dan Konservasi Lingkungan Hidup dipimpin 

oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Bidang Tata Lingkungan. 

b. Seksi Pemeliharaan dan Konservasi Lingkungan Hidup 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas 

melaksanakan pemeliharaan dan konservasi lingkungan hidup. 

c. Seksi Pemeliharaan dan Konservasi Lingkungan Hidup dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

menyelenggarakan fungsi: 

1. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati; 

2. Inventarisasi data dan informasi sumber daya alam; 

3. Penyusunan NSDA dan LH; 

4. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS; 

5. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam; 

6. Pelaksanaan dan pengawetan sumber daya alam; 

7. Pelaksanaan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya 

alam; 

8. Pelaksanaan dan pencadangan sumber daya alam; 
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9. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; 

10. Pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca dan penyusunan 

profil emisi Gas Rumah Kaca; 

11. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi 

pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan 

keanekaragaman hayati; 

12. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi 

keanekaragaman hayati; 

13. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman 

hayati; 

14. Pengembangan sistem lingkungan informasi dan pengelolaan 

database keanekaragaman hayati; 

15. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; 

16. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan 

17. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

5.3 Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan  

a. Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi 

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 

Tata Lingkungan. 

b. Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengkajian 

dampak lingkungan hidup. 

c. Seksi Pemeliharaan dan Konservasi Lingkungan Hidup dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

menyelenggarakan fungsi: 

1. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-

UPL); 

2. Pelaksanaan verifikasi terhadap SPPL; 

3. Pelaksanaan proses izin lingkungan; 
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4. Koordinasi proses izin lingkungan; 

5. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran 

dan/atau kerusakan lignkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL dan 

SPPL, izin lingkungan, audit lingkungan hidup, analisis resiko 

lingkungan hidup); 

6. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang 

transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultasi); 

7. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; 

8. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan 

9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

6. Bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 

a. Bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh Kepala 

Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

b. Bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan 

serta penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. 

c. Bidang Pencemaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi: 

1. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, kualitas udara dan kualitas 

tanah; 

2. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non-

institusi; 

3. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan; 

4. Penyiapan baku mutu lingkungan dan sumber pencemar; 

5. Penyiapan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan 

(laboratorium lingkungan); 

6. Perumusan penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber 

pencemar institusi dan non institusi; 
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7. Perumusan punyusunan kebijakan dan pelaksanaan koordinasi 

terhadap pengelolaan limbah B3 yang menjadi kewenangan 

kabupaten; 

8. Pelaksanaan pengendalian pencemaran pada sumber pencemar 

institusi dan non institusi melalui pembinaan, penanggulangan dan 

pemulihan; 

9. Pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan melalui 

penanggulangan dan pemulihan; 

10. Pelaksanaan pengelolaan limbah B3 yang menjadi kewenangan 

kabupaten yaitu penyiapan, pengumpulan, pengangkutan, 

pemanfaatan, pengolahan dan penguburan dan/atau penimbunan; 

11. Pengembangan sistem informasi tentang kondisi, potensi dampak 

dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan 

lingkungan hidup kepada masyarakat; 

12. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan; 

13. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; 

14. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan 

15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

6.1 Seksi Pemantauan Lingkungan 

a. Seksi Pemantauan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi berada 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. 

b. Seksi Pemantauan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) mempunyai tugas melaksnakan pemantauan lingkungan 

hidup. 

c. Seksi Pemantauan Lingkungan dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi: 

1. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, kualitas udara dan 

kualitas tanah; 
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2. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non 

institusi; 

3. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan; 

4. Penyiapan baku mutu lingkungan dan sumber pencemar; 

5. Penyiapan sarana prasarana pemantauan lingkungan 

(laboratorium lingkungan); 

6. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; 

7. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan 

8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

6.2 Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 

a. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 

dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Bidang Pencemaran dan Kerusakan 

Lingkungan. 

b. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas 

melaksanakan pengendalian pencemaran dan kerusakan 

lingkungan hidup. 

c. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

menyelenggarakan fungsi: 

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan terhadap 

sumber pencemar institusi dan non institusi; 

2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan terhadap pengelolaan 

limbah B3 yang menjadi kewenangan kabupaten; 

3. Pelaksanaan pengendalian pencemaran pada sumber 

pencemar institusi dan non institusi melalui pembinaan, 

penanggulangan dan pemulihan; 
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4. Pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan melalui 

penanggulangan dan pemulihan; 

5. Pelaksanaan pengelolaan limbah B3 yang menjadi 

kewenangan kabupaten yaitu penyiapan, pengumpulan, 

pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penguburan 

dan/atau penimbunan; 

6. Pengembangan informasi tentang kondisi, potensi dampak 

dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan 

lingkungan hidup kepada masyarakat; 

7. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan limbah B3; 

8. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan; 

9. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; 

10. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan 

11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

7. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 

a. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 

dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Dinas. 

b. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempuyai tugas melaksanakan 

penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan penataan dan 

peningkatan kapasitas lingkungan hidup. 

c. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dalam 

melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

menyelenggarakan fungsi: 

1. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan 

penyelesaian pengaduan masyarakat; 
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2. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang 

tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup; 

3. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan; 

4. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan; 

5. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil 

tindak lanjut pengaduan; 

6. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun 

melalui pengadilan; 

7. Sosialisasi tata cara pengaduan; 

8. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan 

masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 

9. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau 

kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan; 

10. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan 

izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan; 

11. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi 

penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan; 

12. Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas 

lingkungan hidup daerah; 

13. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum; 

14. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup; 

15. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; 

16. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara 

terpadu; 
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17. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal 

atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau 

pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup; 

18. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penerapan pengakuan 

keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan 

hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA 

terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 

19. Penetapan tanah ulayat yang merupaka keberadaan MHA, kearifan 

lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau 

pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup; 

20. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA; 

21. Pembentukan panitia pengakuan MHA; 

22. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau 

pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup; 

23. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan 

pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan 

tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 

24. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan 

lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup; 

25. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan 

kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 

26. Penyiapan sarana prasarana peningkatan kapasitas dan 

peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan 

tradisional terkait pplh; 
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27. Pengembangan materi dan metode pelaksanaan diklat serta 

penyuluhan lingkungan hidup; 

28. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluhan lingkungan 

hidup; 

29. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli 

lingkungan hidup; 

30. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan; 

31. Penyiapan sarana prasarana diklat dan penyuluhan lingkungan 

hidup; 

32. Pengembangan jenis penghargaan lingkungn hidup; 

33. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan; 

34. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan; 

35. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; 

36. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan 

nasional; 

37. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; 

38. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan 

39. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

7.1 Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan 

a. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan dipimpin 

oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan 

Hidup. 

b. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan 

penanganan pengaduan dan penegakan hukum lingkungan hidup. 

c. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

menyelenggarakan fungsi : 
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1. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan tentang tata cara 

pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan 

masyarakat; 

2. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan 

yagn tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup; 

3. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan; 

4. Penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi 

pengaduan; 

5. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas 

hasil tindak lanjut pengaduan; 

6. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan 

maupun melalui pengadilan; 

7. Sosialisasi tata cara pengaduan; 

8. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan 

masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan 

izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 

9. Penyusunan bahan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan 

atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan; 

10. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan 

dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan; 

11. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil 

evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan; 

12. Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas 

lingkungan hidup daerah; 

13. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan 

hukum; 
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14. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup; 

15. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan 

hidup; 

16. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana 

secara terpadu; 

17. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; 

18. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan 

19. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

7.2 Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 

a. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh 

Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan 

Hidup. 

b. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagaimana 

dimaskud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan 

peningkatan kapasitas lingkungan hidup. 

c. Seksi Peningkatan Kapasitas lingkungan Hidup dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksd pada ayat (2) 

menyelenggarakan fungsi: 

1. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengakuan 

keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional 

dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak 

MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup; 

2. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penerapan pengakuan 

keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional 

dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak 
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MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup; 

3. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, 

kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan 

lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 

4. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA; 

5. Pembentukan panitia pengakuan MHA; 

6. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau 

pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup; 

7. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan 

lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup; 

8. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan 

dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau 

pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup; 

9. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, 

kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 

10. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan 

kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional 

terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 

11. Penyiapan sarana prasarana peningkatan kapasitas dan 

peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan 

tradisional terkait pelindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup; 

12. Pengembangan materi dan metode pelaksanaan diklat serta 

penyuluhan lingkungan hidup; 
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13. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluhan lingkungan 

hidup; 

14. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli 

lingkungan hidup; 

15. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan; 

16. Penyiapan sarana prasarana diklat dan penyuluhan lingkungan 

hidup; 

17. Pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup; 

18. Penyusunan kebijakan serta tata cara pemberian penghargaan; 

19. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan; 

20. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; 

21. Pelaksanaan dukungan program pemberian penghargaan 

tingkat provinsi dan nasional; 

22. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; 

23. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan  

24. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan 

Hidup Kabupaten Ciamis mempunyai 5 (lima) Unit Pelaksana Teknis 

(UPT) yaitu : 

1. UPTD Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan Wilayah 

Ciamis, Kelas A; 

2. UPTD Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan Wilayah 

Banjarsari, Kelas A; 

3. UPTD Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan Wilayah 

Kawali, Kelas A; 

4. UPTD Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan Wilayah 

Panumbangan, Kelas A; 
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5. UPTD Laboratorium Lingkungan, Kelas A 

UPTD Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan 

Hidup dengan susunan organisasi : 

1. Kepala UPTD 

2. Sub Bagian Tata Usaha 

3. Uptd Laboratorium Lingkungan 

KEPALA UPTD : 

1. Kepala UPTD Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai 

tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan 

UPTD dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional 

dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengumpulan, 

pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah ke TPS 

dan/atau TPS3R serta pelaksanaan pengolahan sampah dan 

pengelolaan ruang terbuka hijau di wilayah kerjanya. 

2. Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan, perumusan dan penetapan rencana, program 

kerja dan kegiatan UPTD; 

b. penyelenggaraan pembinaan organisasi, tatalaksana dan 

ketatausahaan UPTD; 

c. pengoordinasian dan pelaksanaan pengumpulan, 

pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah ke TPS 

dan/atau TPS3R serta pelaksanaan pengolahan sampah dan 

pengelolaan ruang terbuka hijau; 

d. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang tertentu sesuai 

dengan lingkup tugasnya; 

e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan UPTD; 

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan 

UPTD; 
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g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain terkait dengan 

pelaksanaan tugas dan fungsinya; 

h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan 

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

  

SUB BAGIAN TATA USAHA 

1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang 

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD  

2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan administrasi umum, kearsipan, kepegawaian, 

keuangan, perencanaan, organisasi dan tatalaksana, 

perlengkapan dan barang milik daerah, serta kerumahtanggaan 

UPTD.  

3) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan 

fungsi :  

a. perumusan dan penyusunan rencana kerja, program dan 

kegiatan Subbagian Tata Usaha;  

b. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, 

keuangan dan perencanaan; 

c. pemeliharaan dan pengelolaan ketertiban, kebersihan dan 

keindahan, rumah tangga, perlengkapan dan barang 

inventaris milik daerah;  

d. pelaksanaan layanan teknis administrasi;  

e. pelaksanaan kegiatan kearsipan, ketatalaksanaan, 

kehumasan dan keprotokolan;  

f. penyiapan, perumusan, penyusunan dan pengolahan data 

kegiatan UPTD;  

g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;  
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h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan di 

bidang tugasnya; dan  

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait 

dengan tugas dan fungsinya.  

 

UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN 

1. UPTD Laboratorium Lingkungan merupakan unsur pelaksana 

kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang 

pada dinas dalam rangka melaksanakan sebagian urusan 

pemerintahan bidang lingkungan hidup sub urusan pengendalian 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yaitu 

pencegahan penanggulangan dan pemulihan pencemaran 

dan/atau kerusakan lingkungan hidup.  

2. UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.  

3. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas 

memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD 

dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau 

kegiatan teknis penunjang di bidang pengujian kualitas 

lingkungan.  

4. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan 

fungsi:  

a. penyusunan, perumusan dan penetapan rencana, program 

kerja dan kegiatan UPTD;  

b. penyelenggaraan pembinaan organisasi, tatalaksana dan 

ketatausahaan UPTD;  

c. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pengujian 

kualitas lingkungan;  
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d. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang tertentu sesuai 

dengan lingkup tugasnya;  

e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan 

UPTD;  

1) f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatanUPTD 

 

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk 

membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan 

kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan 

kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas 

Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, dengan 

arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif 

yang disediakan untuk Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan 

Lingkungan Hidup berdasarkan Rancangan Awal RKPD. 

Berdasarkan rancangan awal RKPD yang telah disusun sebelumnya, 

maka apabila dibandingkan dengan hasil analisis kebutuhan yang dibuat, akan 

terjadi perbedaan dengan rancangan RKPD, misalnya terdapat rumusan 

program/kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan RKPD, atau 

program/kegiatan cocok atau sama tetapi besarannya berbeda. 

Hal tersebut terjadi dikarenakan dalam pembuatan rancangan awal 

RKPD hanya mencantumkan perkiraan program/kegiatan pada awal tahun, 

dimana dalam perkembanganya dipastikan akan ada program/kegiatan 

tambahan atau perubahan program/kegiatan berdasarkan usulan dari para 

pemangku kepentingan yang sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas 

pembangunan nasional. Sehingga proses tersebut bisa dilakukan sepanjang 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada tabel V.3 

dengan daftar tabel terlampir. 
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2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, 

Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam satu Tahun Anggaran, 

tidak hanya berasal dari pihak pemerintah saja tetapi dalam pelaksanaannya 

dapat merupakan usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok 

masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi dan lainnya. 

Proses usulan-usulan program/kegiatan dari pemangku kepentingan 

terebut dapat berupa proposal-proposal yang diajukan kepada SKPD terkait 

dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan 

Hidup. 

Untuk selanjutnya SKPD memilah berbagai usulan-usulan dari para 

pemangku kepentingan terebut dengan dikaitkan dengan isu-isu penting 

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD. Sehingga dicapai suatu 

keputusan berupa program/ kegiatan yang sesuai dengan RPIJM dan 

terkoordinasi dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional. 
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BAB III 

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

 

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 

Untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah 

yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang 

dalam RPMN, maupun yang dirumuskan dalam RKPD (rancangan awal), yang 

perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 

2022 yang terkait dengan pembangunan seperti reformasi birokrasi dan tata 

kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penangulangan kemiskinan, ketahanan 

pangan, infastuktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup 

dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan packa 

konflik, kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi, politik dan keamanan. 

Selaian prioritas tersebut terdapat juga 3 fokus program yang dikeluarkan 

oleh pemerintah pusat, yaitu: 

a. Program pro rakyat; 

b. Program keadilan untuk semua; dan 

c. Program pencapaian tujuan pembangunan SDG’s  

Selaian itu, pemerintah pusat juga baru saja menerbitkan Masterplan 

Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang 

mengedepankan pendekatan not business as usual, melibatkan seluruh 

pemangku kepentingan dan terfokus pada prioritas yang konkrit dan terukur. 

Namun demikian, MP3EI tetap merupakan bagian integral dalam sistem 

perencanaan pembangunan nasional. 

Langkah-langkah terobosan yang tertuang di dalam strategi dan 

kebijakan MP3EI dirumuskan dengan memperhatikan sejumlah prasarat yang 

diperlukan. Selain itu juga dikembangkan strategi yang terdiri dari atas 3 (tiga) 

pilar utama berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, yang strategi 
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peningkatan potensi wilayah melalui pengembangan pusat-pusat pertunbuhan 

di dalam koridor ekonomi,  

strategi memperkuat konektivitas nasional, serta strategi meningkatkan 

kapasitas Sumber Daya Manusia dan IPTEK. Prasyarat serta berbagai strategi 

pengembangan tersebut akan sangat mempengaruhi kaberhasilan pelaksanaan 

MP3EI. Berdasarkan ketiga strategi yang telah ditetapkan, disusun rencana 

pembangunan 6 koridor ekonomi yang multiplier effect-nya dapat dirasakan di 

seluruh wilayah tanah air. 

Dalam pelaksanaan program/kegiatan, Dinas Perumahan Rakyat, 

Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup kabupaten Ciamis mempunyai 

arah kebijakan yang selaras dengan prioritas kebijakan pembanguanan 

nasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Dimana Dinas 

Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup memiliki 

peran sangat penting terutama sebagai penopang pembangunan dalam bidang 

berkaitan Perumahan Rakyat, Kebersihan, persampahan dan pertamanan serta 

Lingkungan Hidup.  

Dalam rangka meningkatkan pembangunan infrastruktur perkotaan dan 

perdesaan, penyediaan instalasi air bersih di perdesaan, pelayanan kebersihan, 

pengelolaan persampahan, serta penataan lingkungan hidup, maka setiap 

program/ kegiatan harus sesuai dan terkoordinasi dengan arah kebijakan dan 

prioritas pembangunan nasional. 

 

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 

Tujuan  dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman 

dan Lingkungan Hidup pada dokumen Rencana Kerja (Renja) beserta target 

indikator sasaran pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 

berikut ini. 
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Tujuan, Sasaran Dan Target Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, 

Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup  

Kabupaten Ciamis Tahun 2022 

TUJUAN SASARAN INDIKATOR PROGRAM 

TARGET KINERJA 

INDIKATOR SASARAN 

PADA TAHUN 2022 

- Tata kelola 

pemerintahan yang 

efektif dan efesien 

dalam memberikan 

pelayanan publik yang 

berkualitas 

- Meningkatnya 

kinerja organisasi 

Perangkat Daerah 

dalam memberikan 

pelayanan kepada 

masyarakat 

1. Persentase penyusunan  

pelaporan keuangan dan 

barang sesuai SAP 

2. Persentase Keselarasan RKA 

Perangkat Daerah terhadap 

Rencana Kerja Perangkat 

Persentase kelengkapan 

pelayanan administrasi 

perkantoran 

3. Persentase kelengkapan 

pelayanan administrasi 

perkantoran 

4. Persentase sarana prasarana 

aparatur yang terpelihara 

5. Persentase aparatur yang 

mengikuti peningkatanan 

kapasitas 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

100% 

- Meningkatnya Kualitas  

Perumahan dan 

Kawasan Permukiman 

Secara Merata 

- Meningkatnya 

ketersediaan 

Rumah Layak Huni  

- Meningkatnya 

Kualitas kawasan 

kumuh 

1. Persentase Penurunan Luasan 

Kawasan Kumuh Persentase 

Rumah Layak Huni bagi 

Korban Bencana 

Kabupaten/Kota yang 

ditangani 

2. Persentase Rumah Layak Huni 

bagi Korban Bencana/relokasi 

program Kabupaten/Kota 

yang ditangani 

3. Persentase masyarakat yang 

mendapatkan rumah layak 

huni yang tepat sasaran 

4. Persentase Peningkatan PSU 

yang ditingkatkan 

6,05% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

0,13% 

 

 

71,43% 
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TUJUAN SASARAN INDIKATOR PROGRAM 

TARGET KINERJA 

INDIKATOR SASARAN 

PADA TAHUN 2022 

- Meningkatnya kualitas 

Lingkungan Hidup 

- Meningkatnya upaya 

pengendalian  

pendemaran 

dan/atau kerusakan 

lingkungan  hidup 

serta  pelestarian 

kawasan lindung 

dan berfungsi 

lindung serta 

melalui konservasi 

Sumber Daya Alam 

 

1. Persentase Dokumen 

mengenai Lingkungan Hidup 

yang ditetapkan  

2. Persentase Dokumen KLHS 

yang tersusun 

3. Cakupan Perlindungan 

Kualitas Lingkungan 

4. Persentase Mata Air yang 

dilindungi 

5. Persentase RTH/RTP yang 

dibangun 

6. Persentase Dokumen 

Rekomendasi Lingkungan 

yang difasilitasi 

7. Persentase Kelompok 

Masyarakat Hukum Adat 

(Pelestari Lingkungan Hidup) 

yang berprestasi 

8. Persentase Masyarakat yang 

Meningkat Kesadaranya 

Terhadap Lingkungan Hidup 

9. Persentase 

masyarakat/kelompok peduli 

lingkungan 

10. Persentase Titik Pantau 

Adipura yang Meningkat 

Kondisinya 

11. Persentase Sekolah yang 

Meningkat Statusnya 

Menjadi Sekolah Adiwiyata 

12. Persentase Kegiatan / Usaha 

yang mengelola Limbah 

dengan Baik 

13. Persentase Pengaduan 

Masyarakat yang 

Terselesaikan 

100% 

 

 

100% 

 

75% 

 

11,11% 

 

100% 

 

100% 

 

 

20% 

 

 

 

100% 

 

 

9,38% 

 

 

30% 

 

 

20% 

 

 

20% 

 

 

100% 
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TUJUAN SASARAN INDIKATOR PROGRAM 

TARGET KINERJA 

INDIKATOR SASARAN 

PADA TAHUN 2022 

 

14. Persentase Jumlah Sampah 

yang tertangani 

(penanganan sampah) 

15. Persentase Penurunan 

Timbulnya Sampah 

(pengurangan sampah) 

 

28,91% 

 

 

49,62% 

 

Selanjutnya, berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah ditentukan 

sebelumnya, maka ditetapkan sejumlah program-program prioritas 

pembangunan. Program-program prioritas ini merupakan Rencana Kerja yang 

ditentukan sesuai dengan misi yang akan dilaksanakan. Program Prioritas 

tersebut dapat dijadikan pedoman operasional dalam melaksanakan visi dan 

misi serta memenuhi tugas pokok fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan 

Permukiman dan Lingkungan Hidup. 

Beberapa Program prioritas tersebut adalah: 

1. Sekretariat 

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

2. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 

1) Program Pengembangan Perumahan 

2) Program Kawasan Permukiman 

3) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh 

4) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 

3. Bidang Kebersihan, persampahan dan pertamanan 

1) Program Pengelolaan Persampahan 

2) Program Pengelolaan Kenaekaragaman Hayati (Kehati) 

4. Bidang Tata Lingkungan 

1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup 
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2) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan 

Hidup 

3) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan 

Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 

5. Bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 

1) Program Pengendalian dan Pencemaran dan/atau Kerusakan 

Lingkungan Hidup 

6. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 

1) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 

2) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 

 

3.3. Program dan Kegiatan 

3.3.1. Bidang Kesekretariatan 

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota : 

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3.3.2. Bidang Perumahan dan kawasan permukiman 

A. Program Pengembangan Perumahan 

1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban 

Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 

2. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana 

atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 
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B. Program Kawasan Permukiman 

1. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan 

Kawasan Permukiman 

2. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman 

Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 

3. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh 

dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 

C. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh 

1. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh 

Pada Daerah Kabupaten/Kota 

D. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum 

(PSU) 

1. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 

5.3.3 Bidang Kebersihan, persampahan dan pertamanan 

A. Program Pengelolaan Persampahan 

1. Pengelolaan Sampah 

B. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 

1. Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)  

3.3.4. Bidang Tata Lingkungan 

A. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 

1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(RPPLH) Kabupaten/Kota 

2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

(KLHS) Kabupaten/Kota  

B. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan 

Lingkungan Hidup 

1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan 

Hidup Kabupaten/Kota 
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C. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin 

Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (PPLH) 

1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau 

Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan 

oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

3.3.5. Bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 

A. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan 

Lingkungan Hidup 

1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan 

Hidup Kabupaten/Kota 

2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan 

Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 

3.3.6. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan 

Hidup 

A. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 

1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

B. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 

1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 

Kabupaten/Kota 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman 

dan Lingkungan Hidup Kabupaten CiamisTahun 2022 ini merupakan dokumen 

perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas 

Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dan RKPD 

Kabupaten Ciamis Tahun 2022, yang merupakan rangkaian rencana tindakan 

dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai 

pada akhir Tahun 2022. 

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang 

harus diimplementasikan oleh seluruh unit kerja dalam lingkup Dinas 

Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam rangka 

pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan 

Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis. 

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang 

dimiliki Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Ciamis, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi 

sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern 

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sendiri, 

maupun di lingkup Pemerintahan Kabupaten Ciamis. 

Akhirnya dengan tersusunnya Renja Dinas Perumahan Rakyat, 

Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis tahun 2022 

semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong 

pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD. 

 



Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET 

CAPAIAN

PAGU INDIKATIF 

(RP)
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET 

CAPAIAN

PAGU INDIKATIF 

(RP)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

74.157.234.700         72.580.246.700     

A PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH

         19.688.352.300 A PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

      19.579.282.400 

1 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

12 Bulan                508.357.000 1 Perencanaan, Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

508.607.000          

- Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

DPRKPLH Jumlah dokumen 

Perencanaan Perangkat 

Daerah yang tersusun

1 dokumen 449.857.000 - Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

DPRKPLH Jumlah dokumen 

Perencanaan Perangkat 

Daerah yang tersusun

1  dokumen            449.857.000 

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 

RKA-SKPD

DPRKPLH Jumlah dokumen 

laporan RKA SKPD yang 

tersusun

2 dokumen 10.000.000                - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 

RKA-SKPD

DPRKPLH Jumlah dokumen 

laporan RKA SKPD yang 

tersusun

2 dokumen              10.000.000 

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 

Perubahan RKASKPD

DPRKPLH Jumlah dokumen 

laporan DPA SKPD yang 

tersusun

2 dokumen 12.000.000 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 

Perubahan RKA-SKPD

DPRKPLH Jumlah Dokumen 

Laporan Perubahan RKA-

SKPD 

2 dokumen              12.000.000 

- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD DPRKPLH Jumlah dokumen 

laporan Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja 

9 dokumen 10.000.000 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD DPRKPLH Jumlah dokumen 

laporan DPA SKPD yang 

tersusun

2 dokumen              10.000.000 

- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan 

DPA-SKPD

DPRKPLH Jumlah dokumen 

laporan perubahan RKA 

SKPD yang tersusun

2 dokumen 15.000.000 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan 

DPA-SKPD

DPRKPLH Jumlah Dokumen 

Laporan Perubahan DPA-

SKPD 

2 dokumen              15.250.000 

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

DPRKPLH Jumlah dokumen 

laporan perubahan DPA 

SKPD yang tersusun

2 dokumen 11.500.000 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

DPRKPLH Jumlah dokumen 

laporan Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja 

9 dokumen 11.500.000             

2 Administrasi Keuangan          13.777.374.000 2 Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah

13.777.374.000     

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN DPRKPLH 13.742.364.000 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN DPRKPLH Jumlah Gaji dan 

Tunjangan ASN

100% 13.742.364.000     

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun SKPD

DPRKPLH Jumlah dokumen 

laporan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun 

SKPD yang tersusun

1 dokumen 10.000.000 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun SKPD

DPRKPLH Jumlah dokumen 

laporan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun 

SKPD yang tersusun

1 dokumen 10.000.000             

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

DPRKPLH Jumlah dokumen 

Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Se

mesteran SKPD yang 

tersusun

12 dokumen 25.010.000 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

DPRKPLH Jumlah dokumen 

Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Se

mesteran SKPD yang 

tersusun

12 dokumen              25.010.000 

JUMLAH JUMLAH

RANCANGAN AWAL RKPD

CATATAN 

PENTING

Tabel V.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Kabupaten Ciamis

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 
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3 Administrasi Umum                964.931.800 3 Administrasi Umum Perangkat Daerah 964.931.800          

- Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

DPRKPLH Jumlah unit Komponen 

Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor yang 

disediakan

13 jenis 20.209.000 - Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

DPRKPLH Jumlah unit Komponen 

Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor yang 

disediakan

13 unit 20.209.000             

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor

DPRKPLH Jumlah Unit Peralatan 

dan Perlengkapan 

Kantor yang disediakan

56 jenis 221.770.050 - Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

DPRKPLH Jumlah Unit Peralatan 

dan Perlengkapan 

Kantor yang disediakan

56 unit 221.770.050          

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor DPRKPLH Jumlah Waktu 

Penyediaan Bahan 

Logistik Kantor

12 bulan 45.505.000 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor DPRKPLH Jumlah Waktu 

Penyediaan Bahan 

Logistik Kantor

12 bulan 45.505.000             

- Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

DPRKPLH Jumlah waktu 

penyediaan barang 

cetakan dan 

penggandaan

12 bulan 254.056.750 - Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

DPRKPLH Jumlah waktu 

penyediaan barang 

cetakan dan 

penggandaan

12 bulan 254.056.750          

- Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-undangan

DPRKPLH Jumlah waktu bahan 

bacaan, perundang-

undangan dan iklan 

media massa yang 

disediakan

12 bulan 223.480.000 - Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-undangan

DPRKPLH Jumlah waktu bahan 

bacaan, perundang-

undangan dan iklan 

media massa yang 

disediakan

12 bulan 223.480.000          

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKP

DPRKPLH Jumlah waktu 

penyediaan anggaran 

rapat-rapat koordinasi 

dan konsultasi dalan 

dan luar daerah

12 bulan 199.911.000 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

DPRKPLH Jumlah waktu 

penyediaan anggaran 

rapat-rapat koordinasi 

dan konsultasi dalan dan 

luar daerah

12 bulan 199.911.000          

4 Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

DPRKPLH            3.700.000.000 4 Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

3.590.680.100       

- Pengadaan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

DPRKPLH Jumlah Kendaraan 

Dinas Operasional atau 

Lapangan yang 

1 unit 3.500.000.000 - Pengadaan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

DPRKPLH Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau 

Lapangan yang 

10 unit 3.500.000.000       

- Pengadaan Mebel DPRKPLH Jumlah mebel yang 

disediakan

1 jenis 100.000.000 - Pengadaan Mebel DPRKPLH Jumlah mebel yang 

disediakan

5 jenis 35.680.100             

- Pengadaan Sarana dan Prasarana 

Pendukung Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya

DPRKPLH Jumlah Sarana dan 

Prasarana Pendukung 

Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya yang 

disediakan

1 jenis 100.000.000 - Pengadaan Sarana dan Prasarana 

Pendukung Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya

DPRKPLH Jumlah Sarana dan 

Prasarana Pendukung 

Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya yang 

disediakan

12 bulan 55.000.000             

5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

220.019.500 5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

220.019.500          

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik

DPRKPLH Jumlah waktu 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik

12 bulan 220.019.500 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik

DPRKPLH Jumlah waktu 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik

12 bulan 220.019.500          

6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah

517.670.000 6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah

517.670.000          

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan

DPRKPLH Jumlah waktu 

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak, 

dan Perizinan 

Kendaraan Dinas 

12 bulan 291.420.000 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan

DPRKPLH Jumlah waktu 

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak, 

dan Perizinan 

Kendaraan Dinas 

12 bulan 291.420.000          
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- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

DPRKPLH Jumlah waktu 

Pemeliharaan Peralatan 

dan Mesin Lainnya

12 bulan 55.000.000 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

DPRKPLH Jumlah waktu 

Pemeliharaan Peralatan 

dan Mesin Lainnya

12 bulan 55.000.000             

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya

DPRKPLH Jumlah waktu 

Pemeliharaan/Rehabilit

asi Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya

12 bulan 171.250.000 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya

DPRKPLH Jumlah waktu 

Pemeliharaan/Rehabilita

si Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya

12 bulan 171.250.000          

B  PROGRAM PENGEMBANGAN 

PERUMAHAN 

               200.000.000 B PROGRAM PENGEMBANGAN 

PERUMAHAN

2.675.000.000       

1 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi 

Rumah Korban Bencana atau Relokasi 

Program Kabupaten/Kota

125.000.000 1 Pendataan Penyediaan dan 

Rehabilitasi Rumah Korban Bencana 

atau Relokasi Program 

175.000.000          

- Pendataan dan Verifikasi Penerima 

Rumah bagi Korban Bencana Alam atau 

Terkena Relokasi Program 

Kabupaten/Kota

Kab. Ciamis Jumlah dokumen data 

penerima rumah bagi 

korban bencana alam 

atau terkena relokasi 

program 

1 dokumen 125.000.000 - Pengumpulan Data Rumah Korban 

Bencana Kejadian Sebelumnya yang 

Belum Tertangani

Kab. Ciamis Jumlah data Korban 

Bencana Kejadian 

Sebelumnya yang Belum

Tertangani

1 dokumen 100.000.000          

2 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah 

Korban Bencana atau Relokasi Program 

Kabupaten/Kota

75.000.000 - Pendataan dan Verifikasi Penerima 

Rumah bagi Korban Bencana Alam atau 

Terkena Relokasi Program 

Kabupaten/Kota

Kab. Ciamis Jumlah dokumen data 

penerima rumah bagi

korban bencana alam 

atau terkena relokasi 

program 

Kabupaten/Kota

1 dokumen 75.000.000             

- Pembangunan Rumah Khusus beserta 

PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi 

Program Kabupaten/Kota

Kab. Ciamis Jumlah PSU yang 

ditangani

7 lokasi 75.000.000 2 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah 

Korban Bencana atau Relokasi 

Program Kabupaten/Kota

2.500.000.000       

- Pembangunan Rumah bagi Korban 

Bencana

Kab. Ciamis Jumlah rumah yang 

dibangun bagi korban 

bencana

70  unit 2.500.000.000       

- Pembangunan Rumah Khusus beserta 

PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi 

Program Kabupaten/Kota

Kab. Ciamis Jumlah lokasi PSU yang 

ditangani

7 lokasi -                               

C  PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN          11.019.976.000 C PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 7.662.535.000       

1 Penerbitan Izin Pembangunan dan 

Pengembangan Kawasan Permukiman

699.976.000 1 Penerbitan Izin Pembangunan dan 

Pengembangan Kawasan Permukiman

           250.000.000 

- Penyusunan dan/atau Review serta 

Legalisasi Rencana Pembangunan dan 

Pengembangan Kawasan Permukiman 

dan Permukiman Kumuh

Kab. Ciamis Jumlah dokumen RP3KP 1 dokumen 618.626.000 - Penyusunan dan/atau Review serta 

Legalisasi Rencana Pembangunan dan 

Pengembangan Kawasan Permukiman 

dan Permukiman Kumuh

Kab. Ciamis Jumlah dokumen RP3KP 1  dokumen            100.000.000 

- Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pengendalian Pembangunan dan 

Pengembangan Kawasan Permukiman 

dan Permukiman Kumuh

Terlaksananya 

Koordinasi Tentang 

Kawasan Permukiman 

dan Permukiman 

Kumuh

12 bulan 81.350.000 - Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pengendalian Pembangunan dan 

Pengembangan Kawasan Permukiman 

dan Permukiman Kumuh

Kab. Ciamis Terlaksananya 

Koordinasi Tentang 

Kawasan Permukiman 

dan Permukiman Kumuh

12 bulan            150.000.000 

2 Penataan dan Peningkatan Kualitas 

Kawasan Permukiman Kumuh dengan 

Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

320.000.000 2 Penataan dan Peningkatan Kualitas 

Kawasan Permukiman Kumuh dengan 

Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

             80.000.000 

- Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan 

dan Permukiman Kumuh

Jumlah dokumen lokasi 

perumahan dan 

permukiman kumuh 

1 dokumen 110.000.000 - Survei dan Penetapan Lokasi 

Perumahan dan Permukiman Kumuh

Kab. Ciamis Jumlah dokumen lokasi 

perumahan dan 

permukiman kumuh

1 dokumen              80.000.000 

- Penyusunan Rencana Pencegahan dan 

Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh 

dan Permukiman Kumuh

Jumlah data potensi 

penambahan lokasi 

kumuh 

1 dokumen 210.000.000 - Penyusunan Rencana Pencegahan dan 

Peningkatan Kualitas Perumahan 

Kumuh dan Permukiman Kumuh

Kab. Ciamis Jumlah Dokumen 

Rencana Pencegahan 

dan Penanganan 

Kawasan Berpotensi 

Kumuh

1 dokumen                                - 

E:\Data Program\2022\SAKIP\1. RENJA 2022\TABEL V.3 3
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3 Peningkatan Kualitas Kawasan 

Permukiman Kumuh dengan Luas di 

Bawah 10 (sepuluh) Ha 

10.000.000.000 3  Peningkatan Kualitas Kawasan 

Permukiman Kumuh dengan Luas di 

Bawah 10 (sepuluh) Ha

        7.332.535.000 

- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah lokasi perbaikan 

rumah tidak layak huni 

4 lokasi 5.000.000.000 - Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) 

dan Detail Engineering Design (DED) 

Peremajaan/Pemugaran Permukiman 

Kumuh

Kab. Ciamis Jumlah Rencana Tapak 

(Site lan) dan Detail 

Engineering Design 

(DED) 

Peremajaan/Pemugaran 

Permukiman Kumuh

1 dokumen            100.000.000 

- Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ 

Peremajaan Permukiman Kumuh

Jumlah permukiman 

kumuh yang 

diremajakan/dipugar

2 lokasi 5.000.000.000 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kab. Ciamis Jumlah lokasi perbaikan 

rumah tidak layak huni

4 lokasi                                - 

- Pelaksanaan Pembangunan 

Pemugaran/ Peremajaan Permukiman 

Kumuh

Kab. Ciamis Jumlah permukiman 

kumuh yang 

diremajakan/dipugar

2 lokasi         7.232.535.000 

D PROGRAM PERUMAHAN DAN 

KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

           2.500.000.000 D PROGRAM PERUMAHAN DAN 

KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 

3.020.770.000       

1 Pencegahan Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Kumuh pada Daerah 

Kabupaten/Kota

           2.500.000.000 1 Pencegahan Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Kumuh pada Daerah 

Kabupaten/Kota 

        3.020.770.000 

- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 

untuk Pencegahan terhadap Tumbuh 

dan Berkembangnya Permukiman 

Kumuh diluar Kawasan Permukiman 

Kumuh dengan Luas di Bawah 10 

(sepuluh) Ha

jumlah rumah tidak 

layak huni yang 

ditangani (jumlah 

rumah layak huni) 

150 unit            2.500.000.000 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 

untuk Pencegahan terhadap Tumbuh 

dan Berkembangnya Permukiman 

Kumuh diluar Kawasan Permukiman 

Kumuh dengan Luas di Bawah 10 

(sepuluh) Ha

Kab. Ciamis Jumlah rumah tidak 

layak huni yang 

ditangani (jumlah rumah 

layak huni)

150  unit         3.020.770.000 

E PROGRAM PENINGKATAN 

PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS 

UMUM (PSU)

         13.815.123.000 E PROGRAM PENINGKATAN 

PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS 

UMUM (PSU) 

      13.228.907.000 

1 Urusan Penyelenggaraan PSU 

Perumahan

         13.815.123.000 1 Urusan Penyelenggaraan PSU 

Perumahan

      13.228.907.000 

- Penyediaan Prasarana, Sarana, dan 

Utilitas Umum di Perumahan untuk 

Menunjang Fungsi Hunian

Cakupan lingkungan 

perumahan yang 

didukung PSU dalam 

3 lokasi          13.465.123.000 - Perencanaan Penyediaan PSU 

Perumahan

Kab. Ciamis Jumlah PSU yang di 

verifikasi dan diserahkan

5 psu            150.000.000 

- Koordinasi dan Sinkronisasi dalam 

rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, 

dan Utilitas Umum Perumahan

Jumlah data rumah 

tidak layak huni

1 dokumen                350.000.000 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan 

Utilitas Umum di Perumahan untuk 

Menunjang Fungsi Hunian

Kab. Ciamis Cakupan lingkungan 

perumahan yang 

didukung PSU dalam 

kondisi baik

3 lokasi       13.078.907.000 

- Koordinasi dan Sinkronisasi dalam 

rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, 

dan Utilitas Umum Perumahan

Kab. Ciamis Jumlah data rumah tidak 

layak huni

1 dokumen                                - 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

F PROGRAM PERENCANAAN 

LINGKUNGAN HIDUP

           3.075.000.000 F PROGRAM PERENCANAAN 

LINGKUNGAN HIDUP

        2.259.055.000 

1 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (RPPLH) 

Kabupaten/Kota

           1.375.000.000 1 Rencana Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) 

Kabupaten/Kota

        1.021.900.000 

- Penyusunan dan Penetapan RPPLH 

Kabupaten/Kota

Kab. Ciamis, Semua 

Kecamatan, Semua 

Kelurahan

Jumlah data informasi 

lingkungan hidup 

Kabupaten Ciamis

1 dokumen                900.000.000 - Penyusunan dan Penetapan RPPLH 

Kabupaten/Kota

Kab. Ciamis, Semua 

Kecamatan, Semua 

Kelurahan

Jumlah Dokumen D3TLH 

Jumlah Dokumen 

DIKPLHD Jumlah 

Dokumen IKLH Jumlah 

Dokumen RPPLH Jumlah 

Penetapan Dokumen 

RPPLH

0 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

0 dokumen

        1.021.900.000 

- Pengendalian Pelaksanaan RPPLH 

Kabupaten/Kota

Kab. Ciamis, Semua 

Kecamatan, Semua 

Kelurahan

Persentase dokumen 

mengenai lingkungan 

hidup yang tersusun 

Persentase 

rekomendasi 

lingkungan yang 

diterbitkan 

20 %

100 %

               475.000.000 - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH 

Kabupaten/Kota

Kab. Ciamis, Semua 

Kecamatan, Semua 

Kelurahan

Jumlah Dokumen 

Evaluasi RPPLH

0 documen                                - 

2 Penyelenggaran Kajian Lingkungan 

Hidup Streategis (KLHS) 

Kabupaten/Kota

           1.700.000.000 2 Penyelenggaran Kajian Lingkungan 

Hidup Streategis (KLHS) 

Kabupaten/Kota

        1.237.155.000 

- Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS 

Rencana Tata Ruang

Kab. Ciamis Persentase dokumen 

mengenai lingkungan 

hidup yang tersusun 

60%                850.000.000 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS 

Rencana Tata Ruang

Kab. Ciamis Jumlah Dokumen KLHS 

RDTR yang disusun

Jumlah Dokumen KLHS 

RTRW yang disusun

2 Dokumen

1 Dokumen

        1.237.155.000 

- Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS 

RPJPD/RPJMD

Persentase dokumen 

mengenai lingkungan 

hidup yang tersusun 

Persentase 

rekomendasi 

60%                   

100%

               850.000.000 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS 

RPJPD/RPJMD

Kab. Ciamis Jumlah Dokumen KLHS 

RPJMD yang disusun 

Jumlah Dokumen KLHS 

RPJPD yang disusun

0 Dokumen

0 Dokumen

                               - 

G PROGRAM PENGENDALIAN 

PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN 

LINGKUNGAN HIDUP

           4.325.000.000 G PROGRAM PENGENDALIAN 

PENCEMARAN DAN/ATAU 

KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

        4.325.913.900 

1 Pencegahan Pencemaran dan/atau 

Kerusakan Lingkungan Hidup 

Kabupaten/Kota

           1.775.000.000 1 Pencegahan Pencemaran dan/atau 

Kerusakan Lingkungan Hidup 

Kabupaten/Kota

        1.775.913.900 

- Koordinasi, Sinkronisasi dan 

Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran 

Lingkungan Hidup Dilaksanakan 

terhadap Media Tanah, Air, Udara dan 

Laut

Kab. Ciamis Persentase kelompok 

masyarakat kampung 

iklim Persentase 

sumber mata air yang 

dilindungi 

20 %

20 %

               425.000.000 - Koordinasi, Sinkronisasi dan 

Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran 

Lingkungan Hidup Dilaksanakan 

terhadap Media Tanah, Air, Udara dan 

Laut

Kab. Ciamis Jumlah data anak sungai 

yang Dipantau

15 sungai            425.913.900 

- Koordinasi, Sinkronisasi dan 

Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas 

Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi 

Perubahan Iklim

Persentase kelompok 

masyarakat kampung 

iklim Persentase 

sumber mata air yang 

dilindungi

20 %

20 %

           1.050.000.000 - Koordinasi, Sinkronisasi dan 

Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas 

Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi 

Perubahan Iklim

Kab. Ciamis Jumlah dokumen kajian 

Biofisik, Sosial, Ekonomi 

& Pengelolaan Hutan 

Produksi

pada Gunung 

1 Dokumen

5 Lokasi

        1.050.000.000 

- Pengelolaan Laboratorium Lingkungan 

Hidup Kabupaten/Kota

Terakreditasinya 

laboratorium 

lingkungan hidup 

5 parameter                300.000.000 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan 

Hidup Kabupaten/Kota

Kab. Ciamis Jumlah Parameter 

laboratorium lingkungan

hidup yang terakreditasi

2 parameter            300.000.000 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

2 Penanggulangan Pencemaran dan/atau 

Kerusakan Lingkungan Hidup 

Kabupaten/Kota

           2.550.000.000 2 Penanggulangan Pencemaran 

dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 

Kabupaten/Kota

        2.550.000.000 

- Pemberian Informasi Peringatan 

Pencemaran dan/atau Kerusakan 

Lingkungan Hidup pada Masyarakat

Jumlah pelaku 

usaha/kegiatan yang 

dibina 

200 orang                150.000.000 - Pemberian Informasi Peringatan 

Pencemaran dan/atau Kerusakan 

Lingkungan Hidup pada Masyarakat

Kab. Ciamis Jumlah desa yang 

mendapatkan 

informasi/peringatan 

pencemaran dan/atau 

175 Orang

1 Dokumen

           150.000.000 

- Penghentian Pencemaran dan/atau 

Kerusakan Lingkungan Hidup

Persentase kelompok 

masyarakat kampung 

iklim Persentase 

sumber mata air yang 

dilindungi 

75%                       

20%

           2.400.000.000 - Penghentian Pencemaran dan/atau 

Kerusakan Lingkungan Hidup

Kab. Ciamis Jumlah Dokumen Kajian 

DED Taman Kehati

Jumlah Sumber Mata Air 

yang direhabilitasi

1 Dokumen

3 Lokasi

        2.400.000.000 

H PROGRAM PENGELOLAAN 

KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

           5.182.458.400 H PROGRAM PENGELOLAAN 

KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

        5.182.458.400 

1 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 

Kabupaten/Kota

           5.182.458.400 1 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 

Kabupaten/Kota

        5.182.458.400 

- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kab. Ciamis Jumlah RTH/RTP yang 

dibangun

11 lokasi            5.182.458.400 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kab. Ciamis Jumlah RTH Yang 

Dibangun Jumlah RTH 

yang Dipelihara

4 lokasi

0 Lokasi

        5.182.458.400 

I PROGRAM PEMBINAAN DAN 

PENGAWASAN TERHADAP IZIN 

LINGKUNGAN DAN IZIN 

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN 

LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

               150.000.000 I PROGRAM PEMBINAAN DAN 

PENGAWASAN TERHADAP IZIN 

LINGKUNGAN DAN IZIN 

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN 

LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

           150.000.000 

1 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap 

Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin 

Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan 

oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota

               150.000.000 1 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap 

Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin 

Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan 

oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota

           150.000.000 

- Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan 

Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin 

PPLH

Kab. Ciamis Persentase dokumen 

mengenai lingkungan 

hidup yang tersusun 

persentase 

rekomendasi 

lingkungan yang 

diterbitkan 

20 %

100 %

               150.000.000 - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan 

Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau 

Izin PPLH

Kab. Ciamis Jumlah Berkas 

Usaha/Kegiatan 

Mendaftar

yang Wajib SPPL, UKL-

UPL atau AMDAL

Jumlah Usaha/Kegiatan 

yang Difasilitasi izin

lingkungan dan/ atau 

Izin PPLH

0 Berkas

50 Berkas

           150.000.000 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

J PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN 

MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), 

KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG 

TERKAIT DENGAN PPLH

                 97.500.000 J PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN 

MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), 

KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA 

YANG TERKAIT DENGAN PPLH

             97.500.000 

1 Peningkatan Kapasitas MHA dan 

Kearifan Lokal, Pengetahuan 

Tradisional dan Hak MHA yang terkait 

dengan PPLH

                 97.500.000 1 Peningkatan Kapasitas MHA dan 

Kearifan Lokal, Pengetahuan 

Tradisional dan Hak MHA yang terkait 

dengan PPLH

             97.500.000 

- Pemberdayaan, Kemitraan, 

Pendampingan dan Penguatan 

Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, 

Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA 

terkait dengan PPLH

Kab. Ciamis persentase kelompok 

MHA (Peleestari 

Lingkungan Hidup) 

Persentase sekolah 

berbudaya lingkungan 

(adiwiyata) 

25 %

70 %

                 97.500.000 - Pemberdayaan, Kemitraan, 

Pendampingan dan Penguatan 

Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, 

Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA 

terkait dengan PPLH

Kab. Ciamis Jumlah Kelompok MHA 

yang Meningkat

Kapasitasnya

2 Kecamatan              97.500.000 

K PROGRAM PENINGKATAN 

PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN 

PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP 

UNTUK MASYARAKAT

               381.350.000 K PROGRAM PENINGKATAN 

PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN 

PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP 

UNTUK MASYARAKAT

           381.350.000 

1 Penyelenggaraan Pendidikan, 

Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan 

Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

               381.350.000 1 Penyelenggaraan Pendidikan, 

Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan 

Hidup untuk Lembaga 

Kemasyarakatan Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

           381.350.000 

- Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi 

Sumber Daya Manusia Bidang 

Lingkungan Hidup untuk Lembaga 

Kemasyarakatan

Kab. Ciamis Cakupan perlindungan 

kualitas lingkungan 

Persentase titik pantau 

Adipura yang 

memenuhi standar 

75 %

30 %

                 81.350.000 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi 

Sumber Daya Manusia Bidang 

Lingkungan Hidup untuk Lembaga 

Kemasyarakatan

Kab. Ciamis Jumlah Sekolah yang 

mengikuti Kemah Hijau 

dalam rangka 

peningkatan kapasitas 

20 Sekolah              81.350.000 

- Pendampingan Gerakan Peduli 

Lingkungan Hidup

Kab. Ciamis Persentase kelompok 

masyarakat kampung 

iklim Persentase 

sumber mata air yang 

20 %

20 %

               300.000.000 - Pendampingan Gerakan Peduli 

Lingkungan Hidup

Kab. Ciamis Jumlah Desa Berbudaya 

Lingkungan yang

dikembangkan

3 Desa            300.000.000 

L PROGRAM PENGHARGAAN 

LINGKUNGAN HIDUP UNTUK 

MASYARAKAT

               251.900.000 L PROGRAM PENGHARGAAN 

LINGKUNGAN HIDUP UNTUK 

MASYARAKAT

           251.900.000 

1 Pemberian Penghargaan Lingkungan 

Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

               251.900.000 1 Pemberian Penghargaan Lingkungan 

Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

           251.900.000 

- Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga 

Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia 

Pendidikan/Filantropi dalam 

Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup

Kab. Ciamis Cakupan perlindungan 

kualitas lingkungan 

Persentase titik pantau 

Adipura yang 

memenuhi standar 

75 %

30 %

               251.900.000 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga 

Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia 

Pendidikan/Filantropi dalam 

Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup

Kab. Ciamis Jumlah sekolah yang 

peduli dan berbudaya 

lingkungan Jumlah Titik 

Pantau Penilaian

Adipura

5 Sekolah

60 Titik

Pantau

           251.900.000 
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M PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN 

LINGKUNGAN HIDUP

                 70.575.000 M PROGRAM PENANGANAN 

PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP

             70.575.000 

1 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di 

Bidang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (PPLH) 

Kabupaten/Kota

                 70.575.000 1 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat 

di Bidang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 

Kabupaten/Kota

             70.575.000 

- Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 

terhadap PPLH Kabupaten/Kota

Kab. Ciamis Cakupan perlindungan 

kualitas lingkungan 

Persentase titik pantau 

Adipura yang 

memenuhi standar 

75 %

30 %

                 70.575.000 - Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 

terhadap PPLH Kabupaten/Kota

Kab. Ciamis Jumlah aplikasi yang 

dibuat Jumlah 

pelaku/kegiatan yang 

diawasi Jumlah 

Pengaduan yang 

tertangani

1 Aplikasi

25 Pelaku

Usaha

6

Pengaduan

             70.575.000 

NO PROGRAM PENGELOLAAN 

PERSAMPAHAN

         13.400.000.000 N PROGRAM PENGELOLAAN 

PERSAMPAHAN

      13.695.000.000 

1 Pengelolaan Sampah          13.400.000.000 1 Pengelolaan Sampah       13.695.000.000 

- Penanganan Sampah dengan Melakukan 

Pemilahan, Pengumpulan, 

Pengangkutan, Pengolahan, dan 

Pemrosesan Akhir Sampah di 

TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

Kab. Ciamis Persentase penanganan 

dan pengurangan 

sampah

98%            6.750.000.000 - Penanganan Sampah dengan 

Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, 

Pengangkutan, Pengolahan, dan 

Pemrosesan Akhir Sampah di 

TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

Kab. Ciamis Jumlah volume sampah 

terpilah, terangkut, dan 

terkelola di lokasi 

tempat pengelolaan 

sampah (TPS 3R, Bank 

Sampah Induk, Rumah 

Kompos, Rumah 

Pemilahan, Rumah 

Magot dan TPA)

6.414 Ton         6.695.000.000 

- Peningkatan Peran serta Masyarakat 

dalam Pengelolaan Persampahan

Kab. Ciamis Persentase penanganan 

dan pengurangan 

sampah

98%            1.650.000.000 - Peningkatan Peran serta Masyarakat 

dalam Pengelolaan Persampahan

Kab. Ciamis Jumlah Kelompok 

Pengelolaan Sampah 

Mandiri (Jumlah Bank 

Sampah, TPS 3R yang 

dikelola masyarakat, 

pengelola Magot di 

masyarakat)

30 Unit         2.000.000.000 

- Penyediaan Sarana dan Prasarana 

Pengelolaan Persampahan di 

TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

Kab. Ciamis Jumlah sarana dan 

prasarana pengelolaan 

persampahan

98%            5.000.000.000 - Penyediaan Sarana dan Prasarana 

Pengelolaan Persampahan di

TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

Jumlah sarana dan 

prasarana pengelolaan

persampahan

5 unit 5.000.000.000       

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,  

KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 

KABUPATEN CIAMIS 

 

 

 

 

 

Dr. H. TAUFIK GUMELAR, ST. MM  

Pembina Tk. I, IV/b 

NIP. 19780408 200212 1 006 
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NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA KEBUTUHAN DANA     (RP)
SUMBER 

DANA
CATATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

                                      56.933.030.000 

A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                       15.398.128.100 

1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 54.785.000                                             

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD DPRKPLH Jumlah dokumen laporan RKA SKPD yang tersusun 100% 2 dokumen                                               16.000.000  APBD 

KABUPATEN 

- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD DPRKPLH Jumlah dokumen laporan DPA SKPD yang tersusun 100% 2 dokumen                                               19.285.000  APBD 

KABUPATEN 

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD

DPRKPLH Jumlah dokumen laporan Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun

100% 9 dokumen 19.500.000                                               APBD 

KABUPATEN 

2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.248.256.000                                     

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN DPRKPLH Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN 100% 100% 13.212.256.000                                      APBD 

KABUPATEN 

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD DPRKPLH Jumlah dokumen laporan Laporan Keuangan Akhir 

Tahun SKPD yang tersusun

100% 1 dokumen 10.000.000                                               APBD 

KABUPATEN 

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 

SKPD

DPRKPLH Jumlah dokumen Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang 

tersusun

100% 12 dokumen                                               26.000.000  APBD 

KABUPATEN 

3 Administrasi Umum Perangkat Daerah 792.697.600                                           

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor DPRKPLH Jumlah unit Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 

100% 13 unit 30.285.000                                               APBD 

KABUPATEN 

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor DPRKPLH Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

yang disediakan

100% 56 unit 131.696.000                                            APBD 

KABUPATEN 

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor DPRKPLH Jumlah Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor 100% 12 bulan 47.100.000                                               APBD 

KABUPATEN 

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan DPRKPLH Jumlah waktu penyediaan barang cetakan dan 

penggandaan

100% 12 bulan 183.347.600                                            APBD 

KABUPATEN 

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan DPRKPLH Jumlah waktu bahan bacaan, perundang-

undangan dan iklan media massa yang disediakan

100% 12 bulan 302.000.000                                            APBD 

KABUPATEN 

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD DPRKPLH Jumlah waktu penyediaan anggaran rapat-rapat 

koordinasi dan konsultasi dalan dan luar daerah

100% 12 bulan 98.269.000                                               APBD 

KABUPATEN 

TARGET CAPAIAN

TABEL V.4

RUMUSAN KEBUTUHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022

HASIL REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

KABUPATEN CIAMIS

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KAB. CIAMIS



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 65.623.000                                             

- Pengadaan Mebel DPRKPLH Jumlah mebel yang disediakan 100% 1 jenis 7.550.000                                                 APBD 

KABUPATEN 

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya

DPRKPLH Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan

100% 12 bulan 58.073.000                                               APBD 

KABUPATEN 

5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 237.996.500                                           

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik DPRKPLH Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

100% 12 bulan 237.996.500                                            APBD 

KABUPATEN 

6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 998.770.000                                           

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

DPRKPLH Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

100% 12 bulan 325.000.000                                            APBD 

KABUPATEN 

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya DPRKPLH Jumlah waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

100% 12 bulan 65.000.000                                               APBD 

KABUPATEN 

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya DPRKPLH Jumlah waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya

100% 12 bulan 608.770.000                                            APBD 

KABUPATEN 

B PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 685.110.000                                           

1 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi 

Program Kabupaten/Kota

100.000.000                                           

- Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum 

Tertangani

Kab. Ciamis Jumlah data Korban Bencana Kejadian 

Sebelumnya yang Belum

Tertangani

100% 1 dokumen 100.000.000                                            APBD 

KABUPATEN 

2 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program 

Kabupaten/Kota

585.110.000                                           

- Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Kab. Ciamis Jumlah rumah yang dibangun bagi korban 

bencana

100% 70  unit 585.110.000                                            APBD 

KABUPATEN 

C PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 4.050.000.000                                       

1 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman                                             250.000.000 

- Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan 

Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh

Kab. Ciamis Jumlah dokumen RP3KP 6,05% 1  dokumen                                             250.000.000  APBD 

KABUPATEN 



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

2 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 

di Bawah 10 (sepuluh) Ha

                                            400.000.000 

- Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Kab. Ciamis Jumlah dokumen lokasi perumahan dan 

permukiman kumuh

6,05% 1 dokumen                                             400.000.000  APBD 

KABUPATEN 

3  Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 

(sepuluh) Ha

                                        3.400.000.000 

- Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh Kab. Ciamis Jumlah permukiman kumuh yang 

diremajakan/dipugar

6,05% 2 lokasi                                         3.400.000.000  APBD 

KABUPATEN  

D PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 4.941.048.000                                       

1 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah 

Kabupaten/Kota 

                                        4.941.048.000 

- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan 

Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan 

Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

Kab. Ciamis Jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani 

(jumlah rumah layak huni)

0,13% 150  unit                                         4.941.048.000  DAK 

E PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)                                         3.764.461.000 

1 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan                                         3.764.461.000 

- Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk 

Menunjang Fungsi Hunian

Kab. Ciamis Cakupan lingkungan perumahan yang didukung 

PSU dalam kondisi baik

71,43% 4 lokasi                                         3.764.461.000  APBD 

KABUPATEN 

F PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP                                             735.859.900 

1 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) 

Kabupaten/Kota

                                            470.359.900 

- Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota Kab. Ciamis, Semua 

Kecamatan, Semua 

Kelurahan

Jumlah Dokumen D3TLH Jumlah Dokumen 

DIKPLHD Jumlah Dokumen IKLH Jumlah Dokumen 

RPPLH Jumlah Penetapan Dokumen RPPLH

100% 0 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

0 dokumen

1 dokumen

                                            470.359.900  APBD 

KABUPATEN 



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

2 Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota                                             265.500.000 

- Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang Kab. Ciamis Jumlah Dokumen KLHS RDTR yang disusun

Jumlah Dokumen KLHS RTRW yang disusun

100% 2 Dokumen

1 Dokumen

                                            265.500.000  APBD 

KABUPATEN 

G PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN 

LINGKUNGAN HIDUP

                                        1.657.200.500 

1 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 

Kabupaten/Kota

                                        1.534.200.500 

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan 

Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut

Kab. Ciamis Jumlah data anak sungai yang Dipantau 75% 15 sungai                                             410.000.000  APBD 

KABUPATEN 

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, 

Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Kab. Ciamis Jumlah dokumen kajian Biofisik, Sosial, Ekonomi & 

Pengelolaan Hutan Produksi

pada Gunung Gegerbentang dan Gunung Madati 

Jumlah kampung Iklim yang dibina

75% 1 Dokumen

5 Lokasi

                                            924.200.500  APBD 

KABUPATEN 

- Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Kab. Ciamis Jumlah Parameter laboratorium lingkungan

hidup yang terakreditasi

75% 2 parameter                                             200.000.000  APBD 

KABUPATEN 

2 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 

Kabupaten/Kota

                                            123.000.000 

- Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan 

Hidup pada Masyarakat

Kab. Ciamis Jumlah desa yang mendapatkan 

informasi/peringatan pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan Jumlah dokumen

pengelolaan limbah B3

75% 7 Desa

1 Dokumen

                                            123.000.000  APBD 

KABUPATEN 

H PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)                                         2.409.258.500 

1 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota                                         2.409.258.500 

- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kab. Ciamis Jumlah RTH Yang Dibangun Jumlah RTH yang 

Dipelihara

100% 4 lokasi

42 Lokasi

                                        2.409.258.500  APBD 

KABUPATEN 

I PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN 

IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

                                              50.000.000 

1 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin 

Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

                                              50.000.000 

- Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin 

PPLH

Kab. Ciamis Jumlah Berkas Usaha/Kegiatan Mendaftar

yang Wajib SPPL, UKL-UPL atau AMDAL

Jumlah Usaha/Kegiatan yang Difasilitasi izin

lingkungan dan/ atau Izin PPLH

100% 50 Berkas

50 Berkas

                                              50.000.000  APBD 

KABUPATEN 

J PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                                             649.440.100 

1 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                             649.440.100 

- Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia 

Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kab. Ciamis Jumlah Penghargaan Adipura yang diraih Jumlah 

sekolah yang dibina menjadi sekolah peduli dan 

berbudaya lingkungan

20% 2 Penghargaan

10 Sekolah

                                            649.440.100  APBD 

KABUPATEN 

K PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP                                             450.000.000 

1 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

                                            450.000.000 



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

- Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota Kab. Ciamis Jumlah aplikasi yang dibuat Jumlah 

pelaku/kegiatan yang diawasi Jumlah Pengaduan 

yang tertangani

100% 1 Aplikasi

25 Pelaku

Usaha

6

Pengaduan

                                            450.000.000  APBD 

KABUPATEN 

L PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                                       22.142.523.900 

1 Pengelolaan Sampah                                       22.142.523.900 

- Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, 

Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

Kab. Ciamis Jumlah volume sampah terpilah, terangkut, dan 

terkelola di lokasi tempat pengelolaan sampah 

(TPS 3R, Bank Sampah Induk, Rumah Kompos, 

Rumah Pemilahan, Rumah Magot dan TPA)

32,5% 6.414 Ton                                         7.970.734.305  APBD 

KABUPATEN 

- Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Kab. Ciamis Jumlah Kelompok Pengelolaan Sampah Mandiri 

(Jumlah Bank Sampah, TPS 3R yang dikelola 

masyarakat, pengelola Magot di masyarakat)

32,5% 30 Unit                                         4.416.467.900  APBD 

KABUPATEN 

- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di

TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan

persampahan

32,5% 5 unit 9.755.321.695                                         APBD 

KABUPATEN 

Ciamis,       Januari  2022

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,  

KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 

KABUPATEN CIAMIS 

 

 

 

 

Dr. H. TAUFIK GUMELAR, ST. MM  

Pembina Tk. I, IV/b 

NIP. 19780408 200212 1 006 



D I N A S  P E R U M A H A N  R A K Y A T  K A W A S A N  P E R M U K I M A N  D A N  L I N G K U N G A N  H I D U P

Jalan R.A.A KUSUMAHSUBRATA No.7 (Komp Perkantoran Kertasari)46213
TLP & FAX (0265) 775815 Ciamis


